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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peranan kerjasama pemerintah dan
masyarakat sangat penting bahkan pemerintah harus secara sadar berusaha membawa
rakyat dan negara kearah yang dicita-citakan.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara
memanfaatkan segala sumberdaya dan potensi yang ada, yang dilakukan secara
berkesinambungan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan
pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah
yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran
rakyat”.!

Dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pengambilan bahan
pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan kebijakan nasional maupun

kebijakan daerah perlu selaras dan terpadu serta menyeluruh dengan memperhatikan

!, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen
Keempat, Surabaya, Karya Gemilang Utama, hal 23.




kebutuhan masa kini dan generasi masa depan. Biasanya daerah-daerah
pertambangan dalam melakukan eksplorasi cenderung membahayakan serta merusak
ekosistem lingkungan hidup baik di sungai, gunung, maupun di daratan.

Di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, sudah ada ketentuan yang
mengatur mengenai pertambanganz, serta Peraturan Daerah yang ada
dimasing-masing daerah®. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku
sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tak satu pun peraturan di dalam
pasal-pasal yang memberikan landasan hukum untuk melakukan pertambangan. Akan
tetapi pemerintah berpegang pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945 yang menyatakan bahwa : “Segala badan-badan negara dan
peraturan-peraturan yang ada masih tetap langsung berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-undang ini”.*

Peraturan yang ada dan dianggap masih berlaku menurut aturan peralihan
tersebut, khususnya yang menyangkut masalah pertambangan adalah tercantum
dalam Undang-undang Pertambangan (Indonesische majnwet 1899) dari zaman
pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang
Pertambangan Nomor 37 Peraturan Pemerintah 1960 Jo. Undang-undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.’

2, Lihat; Undang-undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan.

3. Lihat; PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan
Bahan Galian Tambang Golongan C.

4. Undang Undang Dasar 1945, Op cit. hal 25.

S Qo .
- Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, Akademi Geologi dan Pertam
Jakarta, 1983, hal 7. g1 dan Pertambangan,




Adanya peraturan pertambangan di atas, berarti bahwa masalah pertambangan
sudah diatur dan dirumuskan ke dalam Undang-undang secara yuridis formil semejak
dahulu, tetapi permasalahan sosial pertambangan semakin menunjukan intensitasnya
yang tinggi pada bangsa. Kontradiksi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
pusat dan yang diterbitkan oleh daerah, memperlihatkan tidak adanya koordinasi. Hal
tersebut pada gilirannya telah melahirkan pertentangan yang sudah digeneralisir, baik
dari sudut pengawasan negara maupun dari protes masyara.kat.6 Kondisi tersebut telah
membawa banyak kerugian bagi pihak pusat maupun daerah ataupun pihak
pengusaha pertambangan munpun masyarakat setempat seperti yang terjadi
dibeberapa daerah provinsi maupun daerah kabupaten di Negara Indonesia.

Contoh nyata adalah pencemaran lingkungan oleh tambang emas di Teluk
Buyat, Lumpur panas di Porong Sidoarjo dan yang baru saja yaitu konflik
masyarakat adat Fatumnasi-Kuanoel dengan Bupati TTS(Timur Tengah Selatan)
di Irian Jaya, 23 November 2006, tiga (3) buah truk yang berisi kurang lebih 180
orang telah didatangkan ke kantor DPRD TTS. Masa tambahan dari desa-desa yang
lain justru bertambaah pada hari Senin 28 November 2006, telah datang satu (1) buah
truk yang berisi kurang lebih 40 orang bergabung dengan masa yang telah menduduki
kantor DPRD TTS sebelumnya. Sedangakan di kantor yang letaknya bersebelahan
dengan kantor DPRD TTS yaitu kantor Bupati TTS, masa mencoba menggelar aksi

tandingan yang ditujukan untuk mengusir masyarakat adat Fatumnasi-Kuanoel dan

S. Sumber; Erwiza Erman, http;// www. Jatam. Org/ Indeks, Senin 13 Agustus 2007,



masyarakat desa lain yang menolak tambang Marmer di bumi Irian tersebut.” Aksi
tersebut sudah berlangsung dan sangat memperhatinkan bagi masyarakat daerah
tersebut.

Kepastian hukum pertambangan sangat diperlukan karena menyangkut
kebutuhan kepentingan umum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa
Indonesia. Dalam rangka untuk menjalankan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka permerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah yang terbaru , yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang Undang-undang Nomor 11 1967 Tahun 1987 tentang Ketentuan
Pokok-Pokok Pertambangan. Dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana berupa
penerapan hukum, terutama hukum pidana tidak dapat ditinggalkan.

Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur hubungan antara individu
dengan masyarakat dan negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan
menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam
masyarakat. Peraturan-peraturan yang mangandung larangan dan keharusan disebut
norma.

Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh
setiap orang dalam bertingkah laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat di

dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi juga terdapat dilapangan lainnya, seperti

2007 7. Sumber; httpy/ Rakyat Mollo. Blogspot. com/ 2006-11-01-archive. html, Senin 13 Agustus



Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Keagamaan, Moral dan lain-lain yang
pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.®

Pelanggaran  atas  norma-norma  tersebut  akan  menimbulkan
pertanggungjawaban bagi orang yang melanggarnya. Hal tersebut sesuai dengan apa
yang dikatakan oleh A. A. G Peters “Jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya,
selalu akan ada pertanggungjawaban”. ?

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat
berkaitan erat. Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
Tindakan tersebut dalam hukum pidana dikatakan sebagai tindak pidana. Mulyatno
beranggapan kata hukuman merupakan istilah yang konvensional, lebih cocok
diartikan dengan pidana pada istilah straf tersebut. Istilah selanjutnya adalah
pemidanaan yang merupakan padanan istilah Belanda “straffoemitting”, sering juga
diartikan dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana.'®

Menurut Andi Hamzah istilah penjatuhan pidana lebih tepat dari pada
pemberian, karena istilah pemberian mengingatkan pada istilah hadiah sebagai
sinonimnya, biasanya mengenai sesuatu yang menyenangkan sedangkan pada

hakekatnya merupakan suatu nestapa.'!

8 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982, hal 39.

°. Ibid, hal 5.

086, ' Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
, hal 47.

. l”. Andi Hamzah, Sisteem pidana dan pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramit, Jakarta,
3, hal 87. ’



Dalam mengadakan tinjauan terhadap hukum pidana di Indonesia ditemukan
tiga permasalahan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang, dan masalah penjatuhan pidana. Masalah penjatuhan pidana
merupakan masalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat, maupun pelaksana
kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan pidana (strafsoort) yang dikehendaki dan
penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (strafmaat).

Adapun objek penelitian adalah perumusan norma sanksi pidana Peraturan
Daerah (PERDA) Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian
Tambang Golongan C di Kabupaten Lahat . PERDA yang dibuat oleh pemerintah
daerah mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
Oleh karena itu dapat dipaksakan penegakannya. Penegakkan terhadap Peraturan
Daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Penegakkan Peraturan
Daerah pada gilirannya meningkatkan wibawa pemerintah itu sendiri.

Peraturan Daerah yang bagaimana yang harus ditegakkan? Tidak semua
PERDA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat memerlukan penegakkan
“Politi Dwang”. PERDA yang penegakkannya ditempuh dengan cara  “Politie
Dwang” adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan ancaman pidana. PERDA

yang demikian kebanyakan mengatur masalah ketertiban dan keamanan umum.



Ancaman pidana yang dimuat dalam PERDA adalah ancaman pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).'

Perbuatan yang diancam dengan ancaman dimaksud dalam PERDA adalah
pelanggaran'®. Penegakkan PERDA pada umumnya berwujud mengambil, atau
meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah
dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan
PERDA yang bersangkutan. Falsafah penegakkan PERDA pada umumnya tidak
berbentuk penjatuhan hukuman pidana, tetapi dilakukan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran PERDA.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini
kedalam skripsi dengan judul “PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C ”.

:z Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
. PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006, Op cit..



B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni
yaitu ilmu hukum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perumusan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian
Tambang Golongan C?

2. Bagaimana fungsi sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa
pertambangan dipertangungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan

Galian Tambang Golongan C?

C. Ruang Lingkup

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada
dipertambangan dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka
penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan dalam skripsi
ini. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih obyektif,
terarah dan mendalam, maka analisis permasalahan dalam skripsi ini adalah pada

aspek hukumnya.

Jadi secara eksplisit ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah

menganalisis :



Sistem perumusan sanksi pidana PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun
2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Fungsi sanksi pidana yang tercantum dalam PERDA Kabupaten Lahat Nomor

32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

D. Tujuan

Baerdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah
Mengetahui sistem perumusan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian
Tambang Golongan C

Mengetahui fungsi sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang

Golongan C.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan ini

adalah sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis.
Yakni, diharapkan dapat menjadi kajian dibidang Ilmu Hukum pada

umumnya dan khususnya pengetahuan mengenai perumusan norma sanksi

pidana PERDA.
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2. Manfaat Praktis
Yakni, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang
perumusan sanksi pidana serta fungsi sanksi pidana PERDA Kabupaten Lahat
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian

TambangGolongan C.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah
Dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum disesuaikan dengan
yang dibahas, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penulis mencoba menelaah perumusan sanksi pidana serta fungsi sanksi
pidana Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan
Bahan Galian Tambang Golongan C dengan meneliti asas-asas hukum,
konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Bahan Penelitian
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum
yang bersumber dari studi kepustakaan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer
Adalah bahan-bahan yang mengikat, meliputi :
a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
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b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.;
¢.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4389).
2. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
kedudukan dari bahan hukum primer meliputi :
a. yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang
berhubungan dengan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Bahan
Galian Tambang Golongan C.
b. buku-buku literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana
Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.
c. ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung
dan relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dah bahan hukum sekunder :
a. Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;

b. Internet;
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c. Kamus hukum serta referensi-referensi lain yang relevan.
3. Metode Analisis
Bahan-bahan penelitian yang telah dihimpun melalui studi pustaka, dianalisis
secara content analisis yaitu melakukan analisis terhadap isi ketentuan hukum,

doktrin-doktrin.dan lain-lain.
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